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BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 11 TAHIJN 2011

TENTANG

LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa adat ist iadat merupakan warisan budaya yang memil iki
peranirn besar sebagai landasan kultural dalanr mewujudkan
masy€trakat Kabupaten Musi Rawas yang penuh peradaban,

bahwa kebudayaan dan sistem budaya asli masyar:rkat Kabupaten
Musi Rawas harus dibina, diarahkan dan di lestarikarr dalam rangka
menunjang pembangunan daerah melalui perencanaan, pembinaan,
implernentasi dan pengembangan secara terstruktur;

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati  Musi Rawas
tentang Lembaga Adat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat l l  dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1 959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821 )
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19Bb
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3298) ;  -

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor'125, l 'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah br:berapa kal i  terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 21008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran f. iegara Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor '1 1.
Tambahan Lembaran Negara lRepublik Indonesia Nomor 4966):

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pedoman Fasi l i tasi Organisasr Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan
Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan
Budaya Daerah;

Peraturgn Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2000
tentang Pemberdayaan. Pelestarian dan Pengembangan Adat lst iadat
dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tatun
2000 Nomor  21)
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATLIRAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati  ini  yang dtmaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Bupati_adalah Bupati  Musi Rawas.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabuoaten Musi Rawas.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
Kabuoaten dibawah Kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memil iki  batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi
Rawas.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam
menlJatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdiasarkan asal-usul dan adat ist iadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa lainnya
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,

Eadan Permusyawaratan Desa. selanlutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
oemerintahan desa.

Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjuinya
disebut ormas kebudayaan adalah organrsasi non pemerintah bervlsi
kebangsaan yang diberi tuk oleh warga negara Indonesia secara
sukarela dan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten, serta bukan
organisasi sayap partai,  yang kegiatannya memalukan dan
mengembangkan kegiatan.

Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena
kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian
serta pengembangan adat budaya.

Budaya Daerah adalah sislem ni lai yang dianut oleh komunitast
kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat
memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan di dalamnya
terdapat ni lai-ni lai ,  sikap serla tata cara masyarakat yang d yakrn
dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat
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Adat lst iadat adalah ni lai  atau norma, kaidah dan keyakinan
masyarakat Desa atau kesatuan masyarakat lainnya yang masih
dihayati  dan dipel ihara oleh Masyarakat.

Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/
mempertahankan mengembangkan adat ist iadat dan lembaga adat
yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.

Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memc'l ihara ni lai-ni lai
etika, moral, dan adat.

Pengernbangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah
agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang,
sehingga mampu meningkatkan peranannya dalanr pembangunan
sesuai perubahan sosial budaya dan ekonomi.

Pembina Adat Kabupaten adalah organisasi masyarakat yang
mempunyai fungsi dibidang pengembangan, penrbangunan dan
pelestarian adat istiadat tingk.at Kabupaten.

Forum Rapat Adat Kecamalan adalah organisasi masyarakat yang
mempunyai fungsi menselaraskan dan menserasikan kegiatan Rapat
Adat Desa/Kelurahan pada t ingkat Kecamatan.

Rapat Adat Desa/Keluraharr adalah organisasr masyarakat yang
mempunyai fungsi penggaliern, pembinaan, pelestarian adat ist iadat
dalam l ingkungan desa/kelurahan.

Tokoh Masyarakat adalah pemuka-pemuka adat, agama,
cendekiawan dan budayawarr.

Badan .Kehormatan adalah Badan yang terdir i  dari  anggota Pembina
Adat ryang bertugas meneriksa laporan masyarakat terhadap
anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan. Forum Rapat Adat dan
Pembina Adat

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati  ini  dibentuk Lembaga l tdat Kabupaten
Musi Rawas.

Lembaga Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas .

a. Rapat Adat Desa/Kelurahan;

b. Forum RapatAdat Kecamatan; dan

c. Pembina Adat Kabuoaten.

Pasal 3

Rapat ArJat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a dibentuk atas prakarsa masyarakat yan5; bersangkutan
melalui musyawarah desa/kelurarhan dan ditetapkan derrgan Keputusan
Kepala Desa/Lurah setelah dikonsultasikan dengan Camat.
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Pasal 4

Forum Rapat Adat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b, dibentuk o/eh para Ketua Rapat Adat Desa/Kelurahan
dan ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah dikonsultasikan
dengan l3upati .

Pasal 5

Pembinar Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf c, dibentuk atas prakarsa masyarakat Kabupaten melalui
persetujuan pimpinan Dewan Penryakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Musi Ravras, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB II I

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 6

(1) Susunan pengurus Rapat Adat Desa/Kelurahan dan Forum Rapat
Adat Kecamaian, terdiri dari :

a. Ketua;

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

(2) Susunan pengurus Pembina Adat Kabupaten, terdir i  dari  :

a. Ketua, terdir i  dari  :

1 )  Ketua ,  dan

2) Wakil  Ketua

b. { iekretaris. terdirr dari

1) Sekretaris; dan

2) Wakil  Sekretarrs

c. i lendahara, terdrrr darr

1 )  Bendahara ;  dan

l l)  Wakil  Bendahara

d. Bidang, terdir i  dari  :

1 )  B idang Organ isas i :

1l) Bidang Hukum;

3) Bidang Sejarah, Kepurbakalaan dan Nilai-ni lai  Tradisoonai.
dan

4) Bidang Seni dan Budaya.

Pasal 7

(1) Kepala Desa/Lurah secara ex orf lclo sebagai pembina Rapat Adal
Desa/Kelurahan.

(2) Camat secara ex officio ::ebagai pembina Forum Rapat Aoa:
Kecam atan.



(3) Bupati ,  Wakil  Bupati .  Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, masing-masing secara ex off icio
sebagqi Pembina, dan Penasehat Pembina Adat Kabupaten.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1) Anggota Rapat Adat Des;a/Kelurahan terdiri dari tokoh-tokoh
masyarakat yang dipi l ih dari  hasi l  musyawarah dan mufakat
Desa/Kelurahan.

(2) Rapat Adat Desa/Kelurahan beranggotakan pal ing sedikit  5 ( l ima)
orang dan pal ing banyak 9 (sembilan) orang.

(3) Pengurus Rapat Adat Desa/Kelurahan dipilih oleh dan dari anggota
Rapat Adat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Anggota Forum Rapat Adat Kecamatan terdiri d;ari Ketua-ketua
Rapat Adat Desa/Kelurahan ditambah paling banyak 5 (lima) orang
tokoh masyarakat lainnya dalam Kecamatan yang bersangkutan.

(2) Penilurus Forum Rapat Adat Kecamatan dipi l ih oleh dan dari
anggota Forum Rapat Adat Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Anggota Pembina Adat Kabupaten terdir i  dari  tokoh-tokoh
masyarakat yang dipi l ih dari  hasi l  musyawarah dan mufakat, pal ing
banyak  25  (dua pu luh  l ima)  o rang.

(2) Pengurus Pembina Adat Kabupaten dipi l ih oleh dan dari Anggota
Pembina Adat Kabupaten dengan persetujuan Bupati .

Pasal 1 1

Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan adalah penduduk desa Warga
Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b. setia dan taat kepada Panr;asi la, Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan paiing rbndirh tamat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan/atau sederajat;

d. berusia pal ing rendah 25 (dua puluh l ima) tahun dan telah menikah.
e. sehat jasmani dan rohani,
f. penduduk desa setempat,

S, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
h. t idak pernah dihukum penlara karena melakukan t indak pidana

kejahatan dengan hukuman pal ing singkat 5 ( l ima) tahun.
i .  memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat rsttadat

masvarakat setemoat.



Pasa l  12

Masa bhakti  anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat
Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan
dapat dipi l ih kembali

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasa l  13

(1) Rapat Adat Desa/Kelurahan berkedudukan di masing-masing
Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan berfungsi sebagai mitra
pemerintahan desa/kelurahan.

(2) Forum Rapat Adat Kecamatan berkedudukan di ibukota Kecamatan
yang bersangkutan dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah
Kecamatan.

(3) Pembina Adat Kabupaten br:rkedudukan di lbukota Kabupaten dan
berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

Rapat Adat Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungs;i  :

a. melakukan inventarisasi adat ist iadat yang dipertahankan oleh
masyarakat (warga) Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Rawas;

b. mengusulkan tokoh-tokoh masyarakat Desa/Kelurahan untuk
diberikan penghargaan oleh Pembina Adat KabupateL.r;

c. menrbina, memberdayakan, melestarrkan, mengernbangkan adat
ist iadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah serta
mernberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemersyarakatan;

d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam
pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat ist iadat
mas'1arakat,

e. mencatat adat ist iadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan
berkambang dalam masyarakat Desa/Kelurahan yang; bersangkutan;

f. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat
masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;

S menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat
istiadat dalam masyarakat;

h. melaksanakan kerjasama antara Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum
Rapat Adat Kecamatan dan dengan Pembina Adat Kabupaten; dan

i. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Desa/
Kelurahan, lembaga pemerintahan lainnya dan masyarakat.

Pasal 15

Forum Rapat Adat Kecamatan mempunyai tugas dan fungsr

a. melakukan inventarisasi adat ist iadat yang hidup, tumbuh dan
berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat,



b. menselaraskan dan menserasikan hubungan antar Rapat Adat
Desa/Kelurahan dalam memberdayakan, melestarikan,
mengembangkan adat ist iadat rnasyarakat;

c. menampung dan menyalurkan aspirasi Rapat Adat Desa/Kelurahan
dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat ist iadat
masvarakat:

d. menyelesaikan persel isihan yang menyangkut adat ist iadat
masyarakat Desa/Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan oleh
Rapat Adat Desa/Kelurahan,

e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat
istiadat dalam masyarakat;

f .  melaksanakan kerjasama antara Rapat Adat Desa/Kelurahan dan
dengan Pembina Adat Kabupaten; dan

S membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 16

Pembina Adat Kabupaten mempunyai tugas dan fungsr .

a. melakukan inventarisasi adat ist iadat yang pernah atau sedang
dijun.iung t inggi oleh masyare kat Kabupaten Musi Rawas;

b. merumuskan adat ist iadat pembaharuan/kekinian;

c. membantu dan membina pelaksanaan tugas dan wewenang Rapat
Adat Desa/Kelurahan dan Forum Rapat Adat Kecamatan;

d. mengusulkan tokoh{okoh nrasyarakan Kabupaten untuk diberikan
penghargaan di bidang Adat

e. memeriksa pada t ingkat banding putusan-putusan Rapat Adat
Desa/kelurahan yang menyangkut konfl ik antar warga yang berkaitan
dengan adat ist iadat;

f .  membina dan melestarikan kesen ian-kesenian daerah bersama
dengan instansi yang terkait .

S memajukan kebudayaan daera h,

h. merencanakan dan membina pemberdayaan, pelestarian dan
peng;embangan adat istiadat masyarakat Kabupaten;

i .  mensosalisasikan dan menyebarluaskan adat ist iadat masyarakat
Kabupaten;

j .  secara proakti f  mengikuti  perkembangan Rapat Adat
Desa/Kelurahan dan For-um Rapat Adat Kecamatan; dan

k. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Kabupaten
lemtraga pemerintahan lainnya dan masyarakat.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas dan fungsi Rapat Adat Desa/Kelurahan. Forun
Rapat ,Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten. sebagaimana
d imaksud da lam Pasa l  14 .  Pasa l  15  dan Pasa l  16 ,  berpedoman paoa
Kompilasi Adat lst iadat Kabupaten



BAB VI

HAK DAN WEWENANG

Pasal 18

Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan
Pembina Adat Kabupaten, mempunyai hak sebagai berikut .

a. menr:r ima penghasi lan yang sah,

b. menerima bantuan dari Pemerintah Kabuoaten, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah, dan

c. memberikan saran dan masukan dalam rangka penglembangan dan
peler;tarian adat ist iadat dan pembangunan masyari lkat Kabupaten
diminta maupun t idak diminta.

Pasal 19

Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan
Pembina Adat Kabupaien pada t ingkatan masing-masing mempunyar
wewenang :

a. melakukan koordinasi,  pengarahan dan pengawasan dalam rangka
pembinaan dan pelestarian adat ist iadat,

b. membuat keputusa n/penetapa n menurut hukum adat sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perunda ng-u ndangan yang
DeTtaKu.

c. mewakrl i  masyarakat adat di luar maupun di depan pengadtlan dalam
rangka pelaksanaan tugas dzrn fungsi masing-masing;

BAB VI I

BADAN KEHORMATAN

Pasal 20

(1) Pembina Adat Kabupaten di lengkapi dengan Badan Kehormatan
(BK).

(2) Badan Kehormatan terdir i  dari  pal ing sedikit  3 (t iga) orang dan pal ing
banyak 5 ( i lma) orang.

(3) Badan Kehormatan (KB) adalah alat kelengkapan Pembina Adat
yang disahkan oleh Bupati  atas usul Pembina Adat.

BAB .VIII
'  PEMBERHEN'TIAN

Pasal 21

(1) Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan
dan Pembina Adat Kabupaten berhenti  karena :

a. Eerakhirnya masa bhakti

b. Meninggal dunia;

c .  Mengundurkan d  i r i ,  a tau

d.  D iberhent ikan



(2) Anggota Rapat Adat Desa/Ke' lurahan. Forum Rapat Adat Kecamatan
dan Pembina Adat Kabupaterr diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1 ),  karena .

a. t idak dapat melaksanak.an tugas secara berkelanJutan atau
berhalangan tetap secara berturufturut selama 6 (enam) bulan

b. i idak lagi memenuhi syarat Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan
Forum Rapat Adat Kecanlatan dan Pembina Adat Kabupaten

c. tidak melaksanakan kewajrban sebagai Anggota Rapat Adar
Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembrna
Adat Kabupaten;

d. melanggar larangan bagi Anggota Rapat Adat D'esa/Kelurahan.
Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Arlat Kabupaten.
dan

e. nrelakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan peru ndang-undangan yang berlaku
dan/atau adat ist iadat yang hidup dan berkembang dalam
nrasyarakat.

Pemberhentian Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a
huruf b, diputuskan dalam rapat dan diusulkan pemberhentiannya
keparJa Kepala Desa/Lurah setelah dikonsulatsikan dengan Camat

Pemberhentian Anggota Forum Rapat Adat Kecamatan
sebaEaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan
ayal (2) huruf a, huruf b, diputuskan dalam rapat dan diusulkan
pemi)erhentiannya kepada Camat setelah dikonsultasikan dengan
Bupati

Pemberhentian Anggota Pembina Adat Kabupaterr sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a.
huruf b, diputuskan dalam rapat dan diusulkan pernberhentian nya
kepada Bupati .

Diberhentikan dari Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum
Rapat Adat Kecamatan dan l)embina Adat Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e harus
berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

BAB IX

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 22

Hubungan kerja antara Fiapat Adat Desa/Kelurahan dengan
Pemerintah Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecirmatan dengan
Pemerintah Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten dengan
Pemerintah Kabupaten maupun instansi lainya bersifat kemitraan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dalarn pelaksanaan hubungan kerja. sebagaimana dimaksud pada
ayat ( '1), harus berdasarkan prinsip-prrnsjp koordinasr, rntegrasr ca,.
sinkronisasi.

(3 )

t4)

(5 )

(6)

(1 )

(2)



(1 )

Pasal 23

Ketua Rapat  Adat  Desa/F .e lu rahan Ket ;a  : : - - -  : : : : :  - : : :
Kecamatan, dan Ketua Pernbina Adat Kao,-pa:e- -.-  - :  -  : .-
mengkoord inas ikan  keg ia t : rn  anggo tanya  se :? ' ' . - . . ' . . '
pe tun juk  bag i  pe laksanaan tLgas  masrng-masr -  j

Ketua Rapat Adat Desa/F.elurahan. Ketua Fc r ' ,  -  ?.a=a' -:a' .
Kecamatan dan Ketua  Pembina Adat  Kabupaten  me*3 . '  .2^  :a - .^
dan per t imbangan kepada F .epa la  Desa/Lurah.  Cama:  :a -  3 - : ; :
dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebi lakan men)r 'a^..  - :  : :  a:
istiaclat.

Keputusan Rapat Adat [)esa/Kelurahan, Forum Raca: -Jat
Kecamatan dan Pembjna Adat Kabupaten harus ditaatr :  ei se: ap
orang atau badan yang berada dalam wilayah hukum adat oa^ t-,arus
dipedomanr oleh aparatur Pemerintah di DesaiKelurahan
Kecamatan dan Kabupaten.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rapat Adat Desa/Kelurahar
Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten daiam
pemberdayaan. pelesiarran dan pengembangan adat tst iadai
di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa,
Kelurahan

Pembinaan dan pengawasarr sebagaimana dimaksud pada ayat (1i
di lakukan dalam bentuk penrbenan pedoman, bimbrrrgan, pelat ihan
arahan dan supervisi serta trnda kan{indakan lain yang dianggap
perlu.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasa l  25

Biaya operasional dan honorarium Rapat Adat Desa dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanla Desa.

Biaya operasional dan honoriarium Rapat Adat Kelurarhan dan Forum
Rapat Adat Kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui SKPD
Kecamatan masing-masing.

Biaya operasional dan honorarium Pembina Adat Kabupaten
diang;garkan dalam Anggaran Pendapatan dan Elelanja Daeral-
Kabuoaten melalui SKPD terkait

(2)

(3 )

(1 )

(2)

(1 )

(2)

(3)



BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina
Adat Kabupaten serta kepengurusannya yang ada tetap melaksanakan
tugas dan fungsinya sampai dibentuknya Rapat Adat Desa/Kelurahan,
Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kirbupaten serta
kepengurusannya berdasarkan Peraturan Bupati  ini .

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati  ini ,  akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati  serpanjang mengenar pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Bupati  rni mular berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati  ini  dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubukl inggau
pada tangga l  31  Mei  2011

BUPATI MUSI RAWAS.

dto

RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Lubukl ingggir
pada tangga l  31  Mei  2011

SEKRETARIS DAERA}I
KABUPATEN MUSI RAWAS.

dto

SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAFi KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NON{OR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAEMH KABUPATEN MUSI RAWAS

Kepala Bagian Hukum,
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BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina
Adat Kabupaten serta kepengurusannya yang ada tetap melaksanakan
tugas dan fungsinya sampai dibr:ntuknya Rapat Adat Desa/Kelurahan,
Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten serta
kepengurusannya berdasarkan Peraturan Bupati  ini .

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati  ini ,  akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati  serpanjang mengenar pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Bupati  ini  mulai berlaku pada tanggal diundangk.an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati  ini  dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubukl inggau
pada tangga l  31  Mei  2011

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIOWAN MUKTI
Diundangkan di Lubukl ingggu
pada tanggal 31 Mei 201' l

SEKRETARIS DAERAI{
KABUPATEN MUSI RAWAS.

dto

SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAF,I KABUPATEN MUSi RAWAS TAHUN 2011 NON4OR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

-[\:IUSI 
NRWNS

Kepala Bargian Hukum,

2,
TTTTKHAE!r{. S.H..M.H.
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